BAB I

PENDAHULUAN

LI, LATAR BELAKANG MASALAH
Penomena perekonomian dunia telah berubal dar wakti ke waktu sesuai
dengan  perkembangan  zaman  dan  perubahae  teknologi nformasi  vang
berkembang pesat. Banvak niai-milar baru vang dibentuk namun sulit untuk
menentukan niana vang benar dan mana salah. sehingga terkadany. membawa
kebaikan namun adakalanya menvesatkan. Globalisasi ekonomi vang diwarnat
\
dengan bebasnya arus barang modal dan gasa. serta perdagangan antar negary,
telah mengubah suasana kehidupan menjadi individualistis dan persaingan vang
amat ketat.

Dalam ketidakseimbangan ckonomn  global dan krisis ckononu  vang
melanda Asia Khususnyva Indonesia. terdapart sesuatu vang tidak beres dengan
sistem vang kita anut sefama ini. Sebagal bukn adalah adanya sejumlah besar
bank ditutup, diambil alih, dan scbagian besar lainnya harus direkaprulass
dengan biava ratusan trilliun rupiah dart uang negarg vaitu sekitar 635 triliun
rupiah, miaka rasanva amatiah besar dosa masyarakat bila tetap berdiam diri dan
berpangky tangan tidak melakuhan sesuaty untuk memperbaikinva (Kariman,
Bayu. Godlief, Harry, 2062,

Krisis sektor perbankan vang kita alami beberapa waktu lalu. merupakan
bukti tentang peuntingnya pengaturan dan pengawasan perbankan. Ongkos dan

Kerugian vang ditanggung karena kegagalan sistem perbankan sangatlah besar




dan berdampak Iuas bagi perekonomian. Oleh karena 1tu. bank merupakan
industri vang harus diatur dan diawasi secara sangat ketat.

Terdapat beberapa alasan pokok dari pentingnya pengaturan dan
pengawasan perbankan, dilihat dan pentingnya perbankan dalam perekonotmian
dan sisters kevangan. sifat dari kegiatan usaha bank di mana hampir schuruh
asetnya berbentuk alat likuid dan tingkat kewajiban finansial (feverage) vang
sangat tinggl, potensi terjadinya permasalahan sistemik akibat kegagalan usaha
bank (Haik Fns). dan adanya situasi ketidakmampuan nasabah untuk memonitor
secara terus menerus kinerja bank dan ditkuti potensi terjadinya kecurangan
(moral huzard). Jadi pelaksanaan pengaturan dan pengawasan perbankan adalah
dalam rangka untuk menjaga stabilitas sistem kewangan, agar sistem perbankan
dapat bermnanfaat secara oprtimal bagi perekonomian dan melindungn  nasabah
(Harisman, 2002, 1).

Pentingmya pengaturan dan pengawasan ini tegadi baik pada perbankan
konvensional maupun perbankan syariah. Secara mendasar terdapat beberapa
perbedaan penting antara bank syariah dengan bank konvensional, antara lain,
pertama adalah adanya tuntwan jaminan bahwa dalam kegiatan usahanya, bank
tidak melanggar ketentuan syariah dan kedua sebagar konsekuenst dani
pelarangan instrumen bunga dan digantikan dengan sistem bagi hasil (baik pada
sist aktiva maupun pasiva) maka karakteristik ristko dan sifat hubungan aniara
nasabah dengan bank terlihat dari akad-akad perbankan svariah. Kedua perbedaan
pokok ini mengakibatkan perbedaan vang mendasar dalam struktur corporate

governance dan khususnya lagi sistem pengawasan perbankan syariah.
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kedua keunikan inilah vang kemudian membedakan sistem pengelolaan
bank svariah dengan bank konvensional. Pada bank konvensional, sistem
pengelolaan vang baik dapat dikembangkan dengan memperjelas  tungst.
kewenangan dan pola hubungan antara pemegang saham (dewan konnisaris) dan
pengurus bank. Sedanghan pada perbankan svariah, apar semua kepentingan para
pihak dapat terpenuhi dengan baik. struktur pengetolaan dan pengawasan akan
melibatkan empat pikak. vaitu: pemegang saham {dewan konusaris), pengurus
bank. Dewan Pengawas Svariah (DPS) dan/ atau Dewan Syariah Nasional
(DSNY, serta nasabah deposan,

‘Tujuan pendirian bank svariah adalah agar mencapai tujuan ekononu Islam.
Tentunyva bank syariah harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip svariah.
Agar hal ini dapat terjamin, maka dibutuhkan lembaga pengawas svariah vang
cukup. baik kuantitas maupun kualitas yaitu memiliki kemampuan yang memadai
dibidang svariah, hwkum dan ekonom,

Sesuai dengan teori defeguted moniroring (Harisman. 2002 1) nasabah dan
masyarakat pada umumnyva tidak dapat dengan mudah melakukan pengaturan dan
pengawasan bank Alasanuyva antara lain karena kurangnya kompetensi. kesulitan
untuk mengakses informasi tentang kinetja bank. serta tidak tersedianya wakiu
dan adanyva masalah efisiensi untak dapat melaksanakan pengawasan terhadap
kegiatan usaha bank. Oieh karena ftulah peran pengawasan bank dilimpahkan
kepada otoritas perbankan. Fungsi otoritas perbankan tersebut diformalkan
melalui peraturan perundangan-undangan. Dalam rangka melaksanakan tugas

mengatur dan mengawasi bank. BI menetapkan peraturan (power fo regulate).




memberikan dan mencabut izin atas kelembapaan dan Kegiatan usaha bank
(power 1o license). melaksanakan pengawasan bank {powcer to controly dan
mengenakan sanksi terhadap bank (povwer 1o dmpose Sanction),

Pengawasan bank svariah (termasuk pula pengaturannya) pada dasamya
memiliki dua sistem. vaitu pengawasan dari aspek: (1} kondist keuangan.
kepatuhan pada ketentuan perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian
bank. dan (i1} pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.
Berkaitan dengan bal itu maka stiuktur pengawasan perbankan svariah lebih
bersifat multilaver vang secara ideal akan terdiri dan : (1) Sistem Pengawasan
tnternal. vang memiliki unsur-unsur: RUPS, Dewan Komisans, Dewan Audit.
DPS. Direktur Kepatuhan. SKAI — Internal Syarialt Reviewer. dan (2} Sistem
Pengawasan Eksternal, vang terdiri dari unsur Bl Akuntan Publik (termasuk
external svari'ah auditor), DSN dan Stakcholder/ Masyarakat Pengguna Jasa.
Sistem pengawasan internal lebih bersitat mengatur ke dalam dan dilakukan agar
ada mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen. Sedangkan
pengawasan cksternal pada dasarnya untuk memenuli kepentingan nasabah dan
kepentingna publik secara umum yang dafam hal ini difakukan oleh BI dan DSN.
Secara umum peran dan tanggung jawab Bl lebih kepada pengawasan aspek
keuangan. sedangkan jaminan pemenuhan prinsip svari'ah adalah tanggung
jawab dan kewenangan DSN dengan DPS sebagai perpanjangan tangannya.
Dalam hal ini tentu saja kompetensi dan kemampuan pemahaman prinsip svariaih

tetap wajib dimiliki oleh pengawas bank dari Bl (Haristman, 2002. 2).
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Kerjasama antara Bl dengan DSN juga dilakukan dalam pengawasan
terhadap produk bank svariah. Sedangkan untuk pengawasan operasional bank
svarialit. B bekerja sama dengan DSN vang dafam hal ini dilakukan oleh DPS.
Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran DSN vang dibentuk oleh Majelis Ullama
Indonesia dengan Surat Keputusanitya No kep-98/MUIT11:2001 tentang Susunan
Penpurus DSN  MUI Masa Bhakti Th. 2000-2003. SK iu antara lain
menyebutkan, DSN memberikan tugas kepada DPS untuk (1) melakukan
pengawasan secara periodik pada lembaga kevangan svariah, (2) mengajukan
usul-ustlan pengembangan lembaga keuangan svariah kepada punpinan Jembaga
vang bersangkutan dan kepada DSN.(3) melaporkan perkembangan produk dan
operastonal lembaga keuangan syariah vang diawasinva kepada DSN sekurang-
kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, (4) merumuskan permasalahan
vang memerlukan pembahasan dengan DSN (Harisman, 2002).

Karena pengembangan perbankan svariah masih dalam tahap awal. maka
sistem dan mekanisme pengawasan perbankan syari'ah masih befum lengkap dan
perlu banyak penyempurnaan. Oleh karena itu. upaya pengembangan pengawasan
perbankan syariah oleh Bl akan terus dilakukan secara berkesinambungan dengan
mengembangkan dan menvempurnakar roofs dan sistem pengawasan. serta
meningkatkan  kompetensi  dan  mengembangkan etka pengawasan  serta
profesionalisme DPS. Satu langkah penting vang telah didakukan adalah
dihasilkannva PSAK No.59 tentang Standar Akuntansi Keuvangan Perbankan
Svariah vang ditkuti dengan penerbitan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah

(PAPSI) dan Pedoman Audit Syariah. serta format pelaporan bank syariah.




Secara teknis dt Bl juga dikembangkan pedoman pengawasan dan pemeriksaan
bank syariah dan ke depan akan dilakukan.

Ungkapan profesional memang sering diumbar sedetmikian rupa. utamanya
untuk menghakim sesuatu, Tetapt, tampaknya belum ada ukuran baku yang
dapat dijadikan acuan. Ada enam dimensi yang digunakan untuk menilai scbuah
protesionalitas, vakni: pertama. adanva kompeniensi atau kemampuan dalan:
bentuk keanan yang dihasilkan lewat pendidikan formai sesuai dengan protesi
iw. isedua, adaian tntutan balwa seorang profesional bekerja penuh wakiu ¢ uil
time). ltdak bias seseorang disebut protessional. bita yang bersangkutan bekerja
sccara sambilan, atau paruh waktu. Ketiga, adalah keikut sertaan seseorang datat
organisasi profesi.  Keempat, adalah kesediaan seseorang untuk  sefaiu
memperbaiki kompetensi melalui penambahan dan atau up-dating ilinu. Kelima,
keharusan seseorang anggota profesi untuk mematulu etika profesi sebagaitnana
diatur oleh asosiasi. Keenam. Keharusan seorang profesional umuk mendapaisan
komnpensast yang memadat (Adnan, 2004, 5.

Dalam perkembangannya Dewan Pengawas Perbankan syanak mengatarm
perbagat kelemahan sehingga dewan pengawas tersebut tidak dapat menjalankan
tagas secara opumal. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahitan
dan kemampuan dibidang ekonomi syarian merupakan alasan yang rasiong
Namun, MU dan juga BI perlu menetapkan jangka wakiu transis: atas kendaia
ini. sehingga permasaiahan ini dapat dipecahkan. Tentunyva, waktu transist dikuu
dengan terobosan program dan juga kegiatan dalam rangka menamban jumiah

sumber daya manusia vang ahli dalam bidang ekonomi syari‘ah. Seperut di




Sudan. Abdalah (1994, dalam Syafei, 2002) menyatakan bahwa anggota
Departinent of Fawa and Research (DIFR) dan Higher Sharia Supervisory Board
(HNSB) adalah orang-orang yang mempunyai keahlian dibidang svariah (/sfamic
Juridisprudence), hukum dan ekonomi (akuntanst),

Menurut Dhani Gunawan tdat (Media Akuntansi, Desember 2000, 20-21),
tanggapan atas hasil penelitian Bank indonesia vang bekerja sama dengan
lembaga penelitian terhadap preferensi masyarakat yang dilakukan Kedua
fembaga tersebut, bahwasanya disamping pelayanan dan kinerja bank syvanai
masth beium memenuhi harapan masyarakat tenang syariait yang sermng
dilakukan untuk kepentingan sisi bisnis dan mengorbankan aspek iwkum syariah
semmgya diperfukan kesepakatan untuk menerapkan ASIFIYAAOIFI. Tubisan it
sendr menunjukan bukti empiris dan hanya melibat beberapa kemungkinan
pelanggaran svariah, Untuk mencegah permasalahan di atas diharapkan sikap
proaktif diantara anggota DPS untuk berbagai informasi dan koordinasi, baik
dalam foruin khusus DPS maupun tingkat DSN untuk membahas masalah-
masalah aktual dilaporkan serta bersepakat untuk menerapkun iandasan syanah
yang sama untuk kasus yang serupa.

Menurut Rizal Yaya (Republika, 10 Meir 2004, 4). dalam prakuk di
Japangan peran vital UPS belum berjatan optimal. Dalam sebuah workshop yvang
dilaksanakan FE-UMY bulan Oktober 2003, disampaikan oleh Kepala Biro
Perbankan Syariah (waktu itu masth setingkat Biro), bahwa seringkali kasus-
kasus vang berkaitan dengan ketidaksesuaian dengan Syarial stam, iebih dahuiu

diketahui oleh Bank Indonesia dari pada oleh DPS. Sehingga DP> paru




mengetahw ada tidaknya ketidaksesuaian dengan bank syanab setelah mendapat
informasi atau pertanyaan dari Bank Indonesia.

Oleh karena ttu. untuk kedepan upaya pengembangan DPS periu diarahkan
pada penguatan fungsi pendukung DPS, berupa staf yang memadai untuk
membantu DPS  nmelaksanakan tugas-tugas pengawasan. [Disamping  faktor
keorgantsastan, sumber daya manusia merupakan aspek tain yang penting untuk
ditingkatkan dalam upaya pemberdayaan DPS. DPS juga berfungsy melakukan
pengawasan., pengetahuan figh muamaiah yang di miliki anggota DP> mestian
dilengkapt dengan berbagai pengetahuan tentang mekatisme operasional dan
financial sector perbankan dan terkait dengannya. scrta pengetahuan dan
ketrampilan dalam hal audit kepatuehan bank terhadap ketentuan svariah.

Melihat kenyataan dan kondist lembaga keuangan svanah agar dapat
tumbuh dan berkembang di Indonesia. maka penulis mencoba membahas lebih
dalam kebheradaan Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah di
Indonesia dengan mentlai peran dan fungsi kinerja Dewan Pengawas Svariah
pada lembaga keuangan syariah sebagai obyek penelitian, dengan judul ~Peran
Qanr rungsl pewdn resgawas syariah rudu Lenibaga Kenangan Svariah di
indonesia”,

LZRUMUSAN MASALAH
Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan diatas penulis
melakukan penelitian dengan memfokuskan pada berbagar pokok permasalahan :
. Apa peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan

Syanah ?




[

Bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan peran dan fungsi Dewan

Pengawas Svariah dalam Lembaga Kevangan Syariah ?

Tt

Faktor—faktor apa vang menghambat peran Dewan Pengawas Svariah
dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada Lembaga Keuangan
Svariah.

[.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan vang ingin dicapai dalam penchtian ini sebagat berikut :

I. Mengetahui peran dan fungsi Dewan Pengawas Svariah dalam

melaksanakan tugasnya.

!\J

Mengevaluasi cfektivitas Dewan Pengawas Svariah pada Lembaga
Keuangan Syariah.
3. Mengetahui apa saja vang menjadi faktor- faktor penghambat Dewan
Pengawas Svariah dalam mclaksanakan fungsi pengawasan pada
[.embaga Keuangan Syariah.
[.4. MANFAAT PENELITIAN
Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian mi untuk memberikan
gambaran tentang peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah kepada masyarakat
dan pihak yang berkepentingan. Dan dapat memberikan masukan kepada Dewan
Pengawas Svariah mengenai kelemahan serta faktor-faktor yang menghambat
kinerja penpawasan selama ini sehingga dapai mencari alternatif sebagai
peningkatan peran dan fungsi pengawasan pada lembaga keuangan svariah

Diharapkan juga dari penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu bagi dunia
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pendidikan tentang Dewan Pengawas Syariah sehingga perbankan Syvaniah dapat
berkembang seiring dengan perkembangan perekonontiai.
L3 sty evianiKA PEMBAHASAN
i. Bab | Pendahuluan
Terdiri dari latar belakang masalah baik menvangkut tsu maupun
berbagai pendapat vany telah dikemukakan. ditarik suatu pokok
pikiran permasalahan yang menjadt rumusan masalah. Tujuan dan
manfaat serta sistematis pembabasan dapat memberikan gambaran
ringkasan penehitian vang difakukan.
2. Bab Il Kajian Pustaka
Berisi tentang penjabaran teori yany melandasi penelitian int dan
dengan konsep- konsep yang berkenaan dengan pokok pikiran
permasalahan, dimana memberikan  gambaran konsep dasar
pengawasan pada lembaga keuangan syariah. latar belakang
pembentukan DPS, pengerttan dan fungsi DPS. kedudukan,
keanggotaan, komunikasi, tugas, wewenang dan tanggung jawab,
faporan DPS dan pertanggung jawaban terhadap syarnah. Peranan
UPS dan keterangan beberapa penelitian vang terdahuiu.
3. Bab IH Metode Penetitian
Berisi tentang metode penelitian secara teori dan penerapan yang

digunakan dalam penelitian ini.




4. Bab IV Data dan Analisis
Berisi tentang data yang mengungkapkan pelaksanaan fungsi
kelembagaan dan pengawasan oleh DPS meliputi pembentukan
DPS di lembaga keuangan svariah, dan aspek-aspek prakiek
pelaksanaan DPS. Selanjutnya. peran dan fungsi pada lembaga
keuangan syariah yang diteliti.
Mermbahas tentang peran dan fungsi DPS mencakup ruang lingkup
praktek pefaksanaan DPS pada lembaga kcuangan svariah serta
faktor penghambat kinerja pengawas selama ini.

5. Bab V Penutup
Benisi tentang temuan atau kesimpulan atas analisis pada
pembahasan vany telah dilakukan pada obyek penelitian dan

saran- saran sebagat masukan penehtian [ebth lanjut.



BAB 11
KAJIAN PUSTAKA
2.0. Pendahuluan

Pada bab ini peneliti akan membahas teori dan konsep normatif keberadaan
Dewan Pengawas Syariah di perbankan [slam.

Untuk mendapatkan teori dan konsep normaul’ yang digunakan dalam
menganalisis kasus. dengan memtokuskan diri pada pencarian literer dari
berbagai sumber yang ada. Baik dari buku, makaiah. jurnal yang berhubungan
dengan pokok masalah sebagai landasan dalam pembahasan masalal.

Bab [ ini terditi dari beberapa bagian, pertama mengulas tentang konsep
dasar pengawasan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Bagtan kedua tentang
ruang fingkup pembentukan dewan pengawas svariah vang terdin dari latar
belakang pembentukan dewan pengawas syariah. pengertian LKS dan DPS serta
fungsi dewan pengawas syariah. Ketiga membahas tentang ruang lingkup
pelaksanaan dewan pengawas syariah vang terdiri dar kedudukan. keanggotaar.
komunikasi. tugas, wewenang dan tanggung jawab serta peran dewan pengawas
svariah. Bagian terakhir membahas tentang  penilaian fungsi dan peran.
diskusi/wacana literer DPS. keberadaan dan eksistensi dewan pengawas syariah
pada LKS.

2.1. Konsep Dasar Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah.

Konsep fundamental sistem operasi Lembaga Keuangan Syariah adalah

hukum Syariah [slam. Yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul

Muhammad SAW dengan kata lain. konsep perniagaan menurut ajaran agama




Muhammad SAW dengan kata lain, konsep permagaan menurut ajaran agama
[slam yang wmcrupakan falsafah dasar hubungan permiagaan dalam bentuk
transaksi ekonomi. antara pihak-pthak vang terlibat dalam Lembaga Keuangan
Svariah berdasarkan Svartah Islam dengan menganut konsep efisten, keadian.
dan kebersamaan { Azis. 1992, 10). Selamn itu peranan fembaga keuangan syanah
untuk mewujudkan sistem keuangan vang adil dan efisienst sesual dengan syanal
tslam. Hal ini sesuan dengan ajaran Islam yang diperutitukan untuk sekaltan aiam
(rahmatan lil"alamin), dan prinsip bekerja sesual dengan kemampuan {Sudarsono,
2003, 7).

Prinsip Lembaga Keuangan Syanah telah ada i dalam Al-Qur’an. tersurat
dalam Al-Bagarah ayal 275-279, Ali-imran ayat 130-131, An-Nisa ayat [6U-161.
Ar-Rum ayat 39 merupakan landasan syanah berdirinya Bank (slam berkut bab
menyangkut niba dan hadist berkenaan pelanggaran praktek nba, sekahgus
mengutamakan perdagangan dan jual beli yang Islami.

Fungsi pengawasan pada [.embaga keuangan Syartah menjadi sangat
penting karena adanya kerangka pemukiran dan aphkasi pelarangan prakiek noa
di seluruh send: keindupan bermasyarakat.

Konsep pengawasan juga telak disebutkan datam Al-Quran dan Hadist
sebaga landasan syariahnya antara lain :

Al-Qur'an Al-Maaidah (5) avat 8

“Hai orang-orang vang benimarn. tegakkan keaditan dalam menjadi sakst

vang adil karena Allah. Jaganlah kcbencianmu kepada suatu Kelompok

mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlakutah adil. itu lebih dekat

kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada AHan. s>unggui Aliah sangat
mengetahui segala yang kamu fakukan




Al-Qur an Qaat (50) avat 16 ¢

“Sunggub. telah kami ciptakan manusia dan kami tahu apa saja yang

dibisikan ofeh hatinva. Kami lebih dekat kepadanva dart pada urat lehemya

sendiri”.

Al-Qur’an Al-Infithaar (82) avat 10-12 :

“Sungguh ada penjaga-penjaga vang mengawasimu. Malaikat-malaikat

vang dimuliakan sebagai pencatat. Mereka tahu benar segala vang kamu

lakukan™.

Al-Qur’an Al-Fajr (89) avat [4:

“Sungguh Tuhanmu selalu mengawasi perbuatan mereka dengan jeli =

Demikian fungsi pengawasan diperflukan. karena tingginva risiko aktivitas
bidang Lembaga Keuangan Svariah, berurusan dengan uang dalam jumlah sangat
besar. vang dapat merimbulkan niai orang-orang yang terlibat didalamnya untuk
melakukan kecurangan. Selain itu juga merupakan usaha paling riskan
berhubungan dengan hal-hal vang mengandunyg ribawi, bagaimanapun hukumnya
haram. Oleh sebab itu diharapkan {ungsi pengawas dapat mengontrol operasional
lembaga keuangan syariah agar tetap berada pada tuntunan syariah [slam.

Telah dijelaskan sebelumnya lembaga keuangan svariah memeriukan
pengawasan sebagai fungsi pengendalian terpadu pada akhirnya lebih merupakan
kebijakan. Maka pemerintah Indonesia mengefuarkan PP Rl no. 72 th 1992
tangyal 30 oktober 1992, tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian.
pemerintah melalui Bank Indonesia juga mengeluarkan kebijakan UU no.7/1992

jo UU no. [0 th 1998 tentang perbankan sebagai dasar pelaksanaan pembinazan

dan pengawasan perbankan syariah, vang mana pelaksanaan dilakukan oleh Bank




Indonesia memitik C'U no 1071998 vang dimaksudkan pengawasan oleh Bank
Indonesia adalah :

...bentuk pengawasan dinilai penelitian, analisis dan evaluasi laporan bank

dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan

tindakan-tindakan perbaikan terhadap bank dengan menempuh upaya-
upava. baik vang bersifat prevenuf maupun represit (penjelasan pasal I9

avat 1).

Pihak Bank [ndonesia mengeluarkan pokok-pokok peraturan dalam Surat
Edaran No.322/UPPB vang memuat Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
No.32/34/KEP/DIR gl 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip
Syariah. Untuk peraturan jenis Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan syariah
[slam, dimuat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/36/KEP/Dir.
Berikut langkah nvata Bank Indoncsia dengan membentuk komite dan tim
khusus, untuk perbankan ini.

Secara keseluruhan langkah-langkah pemenintah dan Bank indonesia dapat
dikatakan sebagai tindakan pengawas preventif sckaligus represit. guna
ferjaganya sistem Lembaga Keuangan Syariah agar berjalan sesuai dengan
ketentuan svariah {slam.

2.2 Ruang Lingkup Pembentukan Dewan Pengawas Syariah
2.2.1. Latar Belakang Pembentukan Dewan Pengawas Syariah.

Aturan prinsip-prinsip syariah Islam dalam hukum mu’amalah melarang
dan wmemerintahkan wntuk udak melibatkan praktek-praktek usaha vang
mengandung unsur riba. Riba tidak dibenarkan untuk diterima dan atau

dibavarkan oleh bank. Bank dan nasabah juga tidak berhak memperoleh balas

jasa berupa bunga. Bahkan. saat transaksi tidak ada konsensus atau kesepakatan



antara bank dengan nasabah untuk menetapkan bunga sebagai jasa. Keunfungan
vang akan diterima olch kedua belal pihak berasal dari simpanan, bagi hasil. jual
beli. sewa. pengembalian fee atau pengenaan biaya administrasi oleh bank.

Untuk menjamin terlaksananya cara operasional vang demikian maka
perbankan syariah perlu dilengkapi dengan suatu badan pengawas.

Menurur ASIFI No. 4

L The Shart'a Supervisory Bourd  for ensuring compliance of  the
institution in all its dealings and transactions with Isfamic Shari o Rules

und Principles”.

Dewan Pengawas Syariah dibutuhkan kehadirannya untk mengawasi dan
menjamin kesesuaian sebagai tuntutan kepatuhao sehiap lembaga keuangan
svariah. mencakup perjanjian maupun transaksi—transaksi scmua kegiataan usaha
operasionai vany harus mentaati aturan dan prinsip—prinsip syariah [slam.

Pengawasan bank svariah {termasuk pula pengaturannya) pada dasamya
memiliki dua sistemn. vaitu pengawasan dari aspek: (i) kondisi kcuangan.
kepatuhan pada ketentuan perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank
dan (i) pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Berkaitan
dengan hai ity maka strukiur pengawasan perbankan syvanab lebih bersitat
multilayer yang secara ideal akan terdiri dari : (1) Sistem Pengawasan Intemal.
vang memiliki unsur-unsur: RUPS. Dewan Komisaris, Dewan Audit, DPS.
Direktur Kepatuhan. SKAI-Internal Syari'ah Reviewer, dan (2) Sistem
Pengawasan Ekstemal, vang derdiri dari unsur Bi. Akuntan Publik (termasuk
external syariah auditor), DSN dan Stakcholder/Masyarakat Pengguna Jasa,

Sistem pengawasan internal lebih bersifat mengatur ke dalam dan dilakukan agar




ada mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen. Sedangkan
pengawasan eksternal pada dasamya untuk memenuhi kepentingan nasabah dan
kepentingan publik secara umum vang dalamn hal int ditakukan oleh Bl dan DSN.
Secara umumn peran dan tanggung jawab Bi lebih kepada penpawasan aspek
keuangan. sedangkan jaminan pemenuhan prinsip syartah adalah tanggung jawab
dan kewenangan DSN dengan DPS sebagai perpanjangan (angannya. Dalam hal
ini tentu saja kemampuan pemahaman prinsip svariah tetap wajib dimiliki oleh
pengawas bank dari Bl
Legitimasi keberadaan Dewan Pengawas Syariah diperbankkan Indonesia
diperkuat oleh PP No.72 thn 1992, pasal § ayat 1 yang menyatakan,... bank
berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah™.
Kemudian dikelnarkan Surat Fdaran Bank Indonesia NO.32/[2/UPPB.
memuat Sk DIR BI NO.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mer (999 tentang Bank
Umum  berdasarkan prinsip syariah. Pada Bab V pasal 19 yang
menyatakan...."(2) Bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah vyang
berkedudukan di kantor pusat bank. Dan SK DIR Bi No.32/36/KEP/DIR
tertanggal 12 Mei 1999, tentang Bank Perkreditan Rakvat berdasarkan prinsip
syartal’™.
2.2.2. Pengertian Dewan Pengawas Syariah dan Lembaga Keuvangan Syariah
a. Lembaga Keuangan Svariah
Kegiatan perekonomian juga diatur di dalam [slam vaitu antara
fain pada kegiatan muamalah maliyah yang kemudian dijadikan prinsip

syariah. vang berarti adanya aturan perjanjian berdasarkan hukum Isiam




antara pihak-pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan
kegiataan usaha atau kegiatan lainnya yang dinvatakan sesuai dengan
syariah Islam (B1. 1999.4 ).

b. Dewan Pengawas Svariah

Merupakan sebuah badan vang ada di lembaga kevangan syariah

dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Pengawas
Nasional di lembaga keuangan svariah atau badan independen yang
ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank vang
anggota DPS harus terdiri dari pakar dibidang syariah muamalah. vang
juga memiliki pengetahuan umum bidang perbankan. DPS  wajib
mengikuti fatwa DSN yang merupakan oforitas tertinggi dalam
mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dan
lembaga keuangan syartah. (Arifin, 2001 ).

Menurut ASIFT No 4 paragrafl 2. Pengertian :

A Shari'a Supervisory Board is an independent Body of Specialised
Jurists inn Figh Al Muamalar (sfamic Commersial Jurisprudences) "

Datam keputusan Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia No: Kep-
640/MUI/X/197 . _badan vang ada dalam lembaga keuangan svariah dan
bertugas mengawasi pelaksenaan keputusan Dewan Syartah Nasional di Lembaga
Keuangan Svariah.

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank indonesia No 32/34/KEP/DIR. bab
[ (ketentuan umum) pasal 1 huruf j. menyebutkan:

“Dewan Pengawas Svariah adalah dewan yang bersifat independen yang
dibentuk oleh Dewan Pengawas Nasional dan ditempatkan pada bank yang




melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip svariah dengan tugas vang
diatur oleh Dewan Svariah Nasional™.

Menurut Sofvan (2002, 208). Dewan Pengawas Syariah adalah.

..."Lembaga independen atau hakim khusus dalam fikih muamalat (/igh

almuamalud)  atau  suatn  lembaga  keuangan yang  berkewajiban

mengarahkan, mereview. dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar
dapat dinyatakan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah [slam.
fatwa aturan DPS mengikat lembaga keuangan Islam ini”™

DPS harus bersikap independen dalam menjalankan fungsi pengawasan
kegiatan usaha dan operasional bank. Agar memaiuht Ketentuan dalam
pembentukannva sebagai badan pengawasan terhadap manajemen bank dan
menjamin, bahwa manajemen akan menjalankan ketentuan syariah Islam.

Mautz dan Sharf (1996) menyatakan bahwa ada dua tipe independensi,
independensi dalam berpikir dan independensi dalam bentuk fisik. Independensi
dalam berpikir sangat ditentukan sekali oleh tingkat kejujuran mental dan
berpikir seorang pengawas. sedangkan independensi dalam bentuk fisik tercermin
dari sikap dan kedudukan antara pengawas dengan objek vang diawasi (pada
Wirman. 2002).

[ndependensi badan pengawas Dewan Pengawas Syariah dapat diartikan
secara menyeluruh. termasuk unsur keanggotaan yang tidak memperbolehkan
direksi atau pemegang saham terlibat dalam fungsi vang dijalankan oleh DPS
terutama dalam pembuatan laporan pertanggungiawaban. DPS sendiri terdir dart
pihak luar yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatannya maupun

operasional bank. dan saat periode tertentu harus melaporkan fungsinya kepada

lembaga ekstern vang berkepentingan.




2.2.3. Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Svariah memiliki fungsi memberikan fatwa agama
terutama dalam produk Bank Syariah Kemudian bersama Dewan Konusaris
mengawasi pelaksanaanya. Eksistensi fungsi DPS sebagai badan fatwa agama.
vang disahkan scbagai dasar kcbijakan operasional bank memepang peranan
penting. Sebab fatwa agama merupakan kebijakan yang harus dijalankan
manajemen Bank Islam dan bukan sekedar nasehat umum lebih dari it. bahkan
sangat "mengikat" (shiall he binding ) {ASIFI No. 4 paragraf 2).

Fungsi Dewan Pengawas Svariah menurut SK Direksi Bauk [Indonesia
No.32/34/KEP/DIR, Bab V pasal 20. dan SK DIR Bl No.32/36/KEP/DIR aturan
10.8 huruf b, menyatakan :

1. Dewan Pengawas Syariah mengawasi kegiatan usaha agar sesuat

dengan prinsip svariah.

2. Dalam melaksanakan fungsinva. Dewan DPengawas Svarah wajib

mengikuti fatwa Dewan Pengawas Nastonal.

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan Kantor Bank Syariah yang

dikeluarkan BI { 1999_21), DPS juga berfungsi

I. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi. pimpinan Unit

Usaha Svanah (UUS) dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai

hal-hal vang terkait dengan aspek syariah.

2

Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul
dan saran pengembangan produk dan jasa dar bank yang memeriukan

kajian dan farwa dari DSN.




3

Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada Bank.

Fungsi DPS menurut Keputusan Dewan Syariah Nasional No.03 Tahun

2000. tentang Pefunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas

Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. keempat. sebagai berikut

a. Sebagai penaschat dan pemben saran kepada direks:, pimpinan unit

usaha svariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal
vang terkait dengan aspek svariah.

Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam
mengkomunikasi usul dan saran pengembangan produk dan jasa dan
lembaga keuangan syariah vang memerlukan kajian dan fatwa dari

DSN.

Menurut Sudarsono {2003, 43) fungsi DPS adalah sebagai berkut

o

Mengawasi jalannya operasional bank sehari-han, agar sesuar dengan
ketentuan syariah.

Membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank
yang diawasnya telah berjalan sesuat dengan ketentuan syariah.

Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dan bank vang

diawasinyva.

Menurut Anfin ( 2001) fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah :

a.

Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, punpman Unit
Usaha Svariah dan pimpinan kantor cabang syari’ah mengenai hal-hal

vang terkait dengan aspek syanah.



b. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul
dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memeriukan
kajian dan tatwa dari DSN.

c. Sebagai perwakilan DSN vyang ditempatkan pada bank. DPS wajib
melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank svariah vang
diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

2.3.Ruang Lingkup Pelaksanaan Dewan Pengawas Syariah

Secara umum peiaksanaan pengawasan Dewan Pengawas Svanah di
Indonesia didasarkan pada ketentuan vang dikeluarkan Bank Indonesia dan
Dewan Pengawas Nasioanal. Ketentuan Bank [ndonesia tentang sistem
pengawasan mtern untuk bank umum dan bank perkreditan konvensional berlaku
untuk perbankan syariah. Demkian juga bank wmnum konvensional dapat
menggenakan ketentuan pengawasan intern yang berlaku umum pada bank
tersebut untuk kantor-kantor cabang syariahnva. s¢jaub tidak bertentangan
dengan ketentuan dan prinsip syarial Islam.

Untuk sistem akuntansi perbankan syariah, pada prinsipnya mengacu
kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, khususnyva pernyataan
SAK No.31 tentang akuntansi perbankan. Selama sejalan dengan prinsip syariah.
Demikian pula dalam penvusunan laporan keuangan selam menggunakan standar
akuntansi tersebut. Pihak bank turut dihimban menvusun laporan keuangan

mengacu pada AASIFl/ AAQFL



z.3.1, ncuudahan Dewan Pengawas Syariah

vengigat idewan Pengawasan Svariah memibiki peranan yang penting
sebagai pengawas pada lembaga kenangan syanah maka kedudukannyva paling
tidak harus sesuai dengan petunjuk vang dikeluarkan oleh pejabar pemernmianan
atau Bank Idonesia. Kedudukan DPS dalam struktur organisast perbankan
svariah Indonesia, berada diantara para dewan Komisaris dan diatas dewan
direkst. RUPS merupakan fungst pertangguny tawaban pelaksanaan pengawasan
DPS atas operasionalisast kebyjakan DPS. Hubungan DP> gengan KRUPS dan
direksi digambarkan melalui gans putus-putus. Hail in1 yang berlaku untuk bank
konvensional vang membuka kantor cabang syanah yang menghubungkan UiPS
dengan divisi/Unit Usaha Svyartah (UUS), sama halnya Kepada para dewan
komisaris dan direksi. kedudukan DPS sebagat pengawas sejajar dengan dewan
komisans {Sudarsono, 2003, 45},

Menurut PP No.72 thn 1992 pada penjelasan pasal 5 avat | bahwa :

... “kedudukan DPS dalam organisast bank berdasarkan prinstp bagi hasii

bersitat independen dan terpisah dari kepengurusan bank, sehingga trdak

mempunyai akses terhadap operasional bank™.

Menurut  ASIFL dalam pengermian DPS, bahwa DPS adalah badan
independen {an independent bocly). Independen artinya, sebuah badan penpawas
yang harus memposisikan diti sebagai subjek pelaku pengawasan. Anggota
dewan pengawas mi harus diangkat oleh RUPS. DPS harus bersikap independen
terutama terhadap manajemen mengngat kepentingan manajemen cukup besar

terhadap pelaporan penyompangan. Demikian posisi umt orgamsasi DPS




ditempatkan bukan sebagat staf bank. yang berarti tidak tunduk cibawah
kekuasaan administratif.
2.5.2. Keanggoiaan Dewan Pengawas Syariah

Setiap Lembapa keuangan [stam harus memitikn DPS vang diplhh dan
ditunjuk olch pemegang saham dalam RUPS setelah dwsulkan dewan direksi
dengan memperhatikan peraturan dan UU lokal vang berlakut.

Menurut ASIFI No .4 paragraf 7 bahwa :

_the SS1 shall consist of at least three members, . may seek the service of

copsultans who have cxpertise in bBusinces, cconomics, law, accounting
and ethers,

DPS terdin setidaknya tiga anggota dan dapat dtbantu oieh konsultan yang
mempunyal  keahiian tertentu. Untuk menjaga independensi baliwa datamn
keanggotaan DPS tidak diperbolehkan direksi atau pemegang saham mayoritas
menjadi anggota dewan pengawas tesebut,

Menurut Keputusan Dewan Syanah Nasional No. 03 Tahun 2000 tentang
Petunjuk Pelaksanaarn Penetapan Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga
Keuangan Syariah 4edia : keanggotaan DPS :

[. Setiap iembaga keuangan syanah harus memibiki sedikithya tiga
orang anggota DPS.

2. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.

3 Masa tugas anggota DPS adalah empat tahun dan akan mengalanu
pergantian antara waktu apabila meninggal dunia, minta berhena,
divsulkan oleh lembaga keuangan syartah yvang bersangkutan, atau

telah merusak citra DSIN.



Persyaratan anggota DPS menurut AS{FI dalam pengertiannya

Para tugaha di dalam tigh muamalat,... dan dapat memasukkan anggota
selain dart vang mempunvai spestalisasi figh afmuumaial, tetapi harus ahli
dibidang lembaga keuangan Islam dan minimuin mempunyai pengelalhuan
mengenal figh af muamaiar.

Persyaratan anggota DPS juga ditetapkan oleh DSN sesua dengan

Keputusan Dewan Syariah Nasional No.03 Tahun 2000 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syanah ketiga | Svarat

Anggota DPS :

2.

Memiliki akhlag karimah.

Memiliki kompetens: kepakaran di bidang syanah muamalah dan
pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
Memiliki komitmen untuk mengembangkan kevangan berdasarkan
syanah.

Memiliki kelavakan scbagai pengawas syariah vang dibuktikan

dengan surat/sertitikat dast DSN.

Menurut Surat Keputusan DIR Bl No.32/36/KEP/DIK dan >k Direksy Bl

No.3 134/KEP/DIR, Bab [ pasal 19 (3) menyatakan,... persyaratan anggota DPS

diatur dan ditetapkan oleh DSN. Selanjutnya diajukan pada saat perizinan

persetyuan prinsip pendinan bank, untuk mendapatkan surat rekomendas1 dan

DSN kemudian diangkat melalui RUPS. Karena calon anggola DP> diangkat

oleh para pemegang saham, maka pemberhentian anggota dewan akan sama

hatnya yang harus memerlukan dewan direkst dan diputuskan melalw KUPYS

( ASIF] No.4 paragral ¥).




Prosedur penetapan anggota DPS jupa diterapkan DSN pada keputusan
DSN N0.03 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS
pada [.embaga Keuangan Syariah. ke/ima. sebagai berikut :

I. Lembaga Keuangan Syarish mengajukan permohonan penetapan
anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai

usulan nama calon DPS.

!‘\-..J

Permohonan tersebut dibahas dalam rapat BPH-DSN.
3. Hasil rapat BPH-DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
4. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebaga
anggota DPS.

Menurut Sofvan (2002, 208) DPS merupakan lembaga independen dalam
fikih muamalat dimana anggotanya bisa juga berasal dari luar ahli fikih tetapi ahh
juga dibidang lembaga keuangan Islam dan fikih muamalat dan minimal harus
terdiri tiga anggota. DPS dapat mencari jasa konsultan yang memiliki keahlian
datam bisnis. ekonomi. hukum. akuntansi dan lain-fain. Anggota DPS tidak boleh
berasal dan dewan direksi, anggota pemegang saham lembaga Keuangan islam.
Pemberhentian anggota DPS harus melalui rekomendasi dewan direksi dan harus
mendapat persetujuan dewan pemegang saham dalam RUPS. dan DPS harus
menunjuk anggotanya atau ahli lam selaku pengawasan untuk membantu mereka
dalam melaksanakan kewajibannya.

Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah menurut  Zainal  (2001)
menjelaskan. anggota DPS harus terdiri dan para pakar di bidang syanah

muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum bidang perbankan.




Persvaratan anggota DPS ditetapkan oleh DSN. Hal senada juga dijelaskan oleh
Muslim {2003), dewan pengawas ckonomi perbankan syanah yang ada saat im
seharusnya tidak hanva terdiri atas ahli-ahii hukum ekonomi [slam saja. "Dewan
itu harus dilengkapi dengan praktisi-praktisi fapangan yang mengetahui hukum
ekonomi secara winum sehingga penyebaran perbankan syariah  kepada
masyarakat semakin mudah”.

Abdalah {1994, dalam Syafei. 2002) di Sudan menvatakan bahwa anggota
Department of Fatwa and Research (DER) dan Higher Sharia Supervisory Board
(HSNB) adalah orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang syariah (/sfamic
Jurisprdence), hukum dan ekonomi (akuntansi).

2.3.3. Komunikasi Dewan Pengawas Syariah

Komumikasi Dewan Pengawas Svariah (DPS) berdasarkan kedudukan di
lingkungan intern mencakup para pemegang saham dalam RUPS, dewan
komisaris. dewan direksi atau divisi‘unit usaha syariah {LiUS} untuk dual banking
system. Secara normative. hubungan DPS dengan unit organisasi lain
digambarkan dengan garis putus-putus. Dalam Surat Keputusan Direksi BI
No.27/163/KEP/DIR (Surat Edaran Bl No.27/8/UPPB) tertanggal 31 Maret 1998.
tentang kewajiban Bank Umum untuk menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi
Audit Intern Bank, garis  putus-patus  disebut  garis  komunikasi  atau
penvampaikan informasi.

DPS juga dapat mengadakan musyawarah dan memberikan jawaban atas
pertanyaan-pertanyaan vang diajukan oleh manajemen berkenaan dengan prinsip

syariah. Selain membahas 1de baru. seperti produk-produk bank svariah. baik ttu



timbul dari DPS sendiri. manajemen. maupun dari umat Islam. Selanjutnya. hasil
dari musyawarah tersebut dijadikan fatwa agama DPS disampakan kepada
direksi secara tertulis dengan sepengetahuan dewan komisaris. Apabila antara
fatwa dan kebijakan direksi dalam pelaksanaan tidak seswai maka dewan
komisaris dapat mengadakan musyawarah bersama DPS dan direksi dan
keputusan musyawarah itu dijadikan fatwa agama baru (Peters, Weiss, 1990, 65 ;
Muhammad, {998, 29},

Di lingkungan ekstern. komunikasi DPS dengan DSN. menurut SK DP
MU dalam pengertian DPS, DPS ada untuk mengawasi pelaksanaan Keputusan
DSN. scbagai satu-satunya badan yang mempunyai kewengan mengeluarkan
falwa atas jenis- jenis kegiatan. produk, dan jasa keuangan syarah serta
mengawasi penerapan fatwa vang dikelurkan.

DSN juga mempunyai wewenang untik membenkan atau mencabut
rekomendasi nama-nama vang akan duduk sebagai anggota DPS pada satu
lembaga keuangan syariah. Mengeluarkan fatwa vang mengikat DPS di masing-
masing lembaga keuangan syariah. Mengeluarkan fatwa vang menjadi landasan
bagi ketentuan vang dikeluarkan oleh instansi vang berwenang. seperti Bank
Indonesia dan BAPEPAM. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan
svariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang tetah dikeluarkan
oleh DSN. Mengusulkan kepada pihak vang berwenang untuk mengambil
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan (Anfin. 20010).

Dewan ini berwenang untuk memberikan peringatan kepada lembaga

keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah




ditetapkan oleh DSN dan mengusulkan kepada pihak berwenang untuk
mengambil tindakan vang diperfukan apabila peringatan tidak diindahkan { Bi.
1999 22),

2.3.4. Tugas Dewan Pengawas Syariah

Tugas Dewan Pengawas Syariah {DPS) adalah mengawasi kegiatan usaha
lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dengan prinsip syarah dan
ketentuan yang telah difatwakan oleh Dewan Pengawas Nasioanal (DSN). Dalam
melaksanakan tugas schari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN  yang
merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuatan
produk dan jasa lembaga kevangan syariah dengan prinsip svaniah dan ketentuan
vang telah ditetapkan tersebut.

Untuk mengawasi operasional bank, BI bekerja sama dengan DSN yang
dalam hal ini dilakukan olch DPS. Hal ini s¢jalan dengan fungsi dan peran DSN
vang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan Surat Keputusannya
No.Kep-98/MUL/HI/200] tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th.
2000-2005. SK itu antara lain menyebutkan, DSN memberikan tugas kepada
DPS untuk (1) melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan
syariah. (2) mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan svariah
kepada pimpinan lembaga vang bersangkutan dan kepada DSN. (3) melaporkan
perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan svariah yang
diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun
anggaran. (4) merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan

DSN (Harisman, 200T1).




Menurut PP No.72 tabun 1992, pada penjelasan pasal 5 { I) menyatakan

...DPS mempunyai tugas mencntukan boleh tidaknya suatu produk/ jasa
dipasarkan atau suatu kegialan dilakukan, ditinjau dari sudut syartah.

Tugas DPS menurut ASIFI No.4 paragrat 2

. the SSB is ertrusted with the duly of directing, reviewing and supervising

the activities of the {11 v order to crsure that they are in compliance with

{stamic sharia rides and principles.

DPS diben kepercayaan untuk mefakukan tugas mengarahikan, memeriksa
atau mengadakan peninjauan ulang, dan mengawast keglatan lembaga keuangan
[slam guna menjamin bahwa mercka (manajemen) berjalan sesual dengan aturan
dan prinsip-prinsip syarah [stam.

Tugas DPS juga di atur di dalam Keputusan Dewan Pengawas Syanah
Nastonal No.03 Tahun 2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota
Dewan Pengawas Syamah Pada lembaga Keuangan Syanah, Keempat. sebagai
berikul :

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan

syartah agar sesual dengan ketentuan dan prnsip Syariah vang telah

ditatwakan oleh DSN.
Z.3.3 Ywewenallg uan ianggung sawab Dewan Pengawas Syariah

ASIFI No.5 menterjemahkan tugas dan wewenang DPS. sebaga badan
vang melakukan fungsi pemcriksaan sebagal fungsi pengawasan. Sekahgus
bertanggung jawab atas kesesuaian dan kepatulian lembaga keuangan fslam di
semua aspek kegiatan usaha dan operasional, termasuk perjanjian atau kontrak-
kontrak kesepakatan. Dan manajemen bank juga ikut bertanggung jawab

menjamin bahwa lembaga keuangan [stam dalam melakukan usaha harus sesuai

dengan aturan dan prinsip syariah selamn itu juga bertanggung jawab unfuk
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memberikan semua tnformasi vang berkaitan dengan syariah dan kesesuaiannya
dengan syanah kepada DPS. Selanjutnya, DPS akan memberikan pendapat
berdasarkan pemerniksaan atas operasional bank. Dan jika dianggap pertu disertai
bukti yang menjamin bahwa tidak ada pelanggaran terhadap aturan dan prmsip-
prinsip syariah atau tatwa dan pedoman vang dibenikan olch DPS maupun standar
yang berlaka wmum. DPS joga bertanggung jawab apabila dalam melakukan
pemeriksaan menemukan pelanggaran dan setelah dipastikan menyalahkan
aturan, maka DPS mempunyai kewajiban untuk mengungkaphan penyimpangan
aturan 1tu ke daiam iaporannya.

Menurut ASIFI No.5 paragrat 2. tanggung jawab DPS adaiait

DPS  bertanggung jawab untuk melakukan pengarahan (direcing),

“pemeniksaan”  atau  pengkagian  ulang (reviewing) dan  penawaran

(supervising) terhadap kegiatan LKS guna menjamin manajemen akan

berjaian sesuat dengan aturan dan prinsip svariah Islam.

Dewan Pengawas Syanah bertanggung jawab untuk menyusun dan
menyatakan pendapat apakah lembaga keuwangan ifu melaksanakan kegiaian
sesual dengan hukum syariah sedangkan tanggung jawab untuk melaksanakan
seluruh kegiatan perusahaan sesuat dengan syariah terletak pada manajemen
perusahaan,

Menurut Keputusan Dewan Pengawas Syariah Nasional No.(3 Tahun 200u,
temang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah
Pada Lembaga Keuangan Syanah, kehyuh, menyatakan Kewajiban Anggota

DPS. sebagat berikut

(. Mengzkuti fatwa-tatwa DSN.




i
(2]

rd

Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak
menyimpang dari ketentuan prinsip svarah vang tefah difatwakan

oleh DSN.

Y]

Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembapa keuangan
yvang diawasi secara rutim kepada DSN. sekurang-kurangnya dua
kali dalam setahun.

Dalamn menjalankan tangpung jawabnya, pengawas bank selain memenuhi
prinsip-prinsip protesionaiisime juga semestinya memiiik suatu keyakinan bahwa
Allah senantiasa mengawasi (faith-driven conduct atau Waskat). Menurut nilar-
milan Islamt wnsur protesionalisme pengawas bank syariah terdin dan sitat siddiq
(ujur), tabligh (menyampaikan kebenaran dan senatiasa membina) amanah
(bertanggungjawab), dan fathonah (memliki keahlian dan pengetahuan yanp
memadai ) vang dapat disingkat STAF (Harisman, 2002.1),

2.3.6. Pemeriksaan dau Lapocan bewats Fengawas 3y ian

Pemeriksaan syariah adalah pemeriksaan atas Kesesuaian dan kepatuitan
suatu lembaga keuangan dalam seluruh aktivitasnya dengan syartah [slam.
Pemertksaan ini termasuk kontrak. peranjian. kebijakan. produk. (ransaksi.
memorandum dan akte perjanjian asosiast, laporan keuangan. laporan lain-lan.
Dewan Pengawas Svariah harus melengkapi dan membuka akses kepada seluruh
catatan, transakst dan informasi dari semua sumber termasuk nasehal professionai

dan karyawan lembaga keuangan Islam (Harahap, 2002, 218},




tad
tad

Tujuan pemeriksaan yang dilakukan Dewan Pengawas Syanah adalah untuk
menyakinkan bahwa selurub kegiatan yang dilakukan suatu lembaga keuangan
svariah tidak bertentangan dengan ketentuan syariak.

Manajemen juga tidak dibenarkan untuk melakukan pembatasan kepada
Dewan dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap semua file data perusahaan.
Dalam hal ada pembatasan maka dewan harus memasukannya dalam laporan
pemeriksaanya kepada pemegang saham.

ASIFI No4 paragraf {3 menterjemahkan tujuan pelaporan DPS adalah,
menyajikan kajian syariah untuk menjamin pemenuhan aturan dan prinsip-prinsip
syariah Islam. ASIFl telah menetapkan bentuk konkret laporan DPS, bahwa
disclouser laporan harus mengungkapkan sifat dari pekepaan yang dilakukan,
berupa pengkajian ulang prinsip-prinsip dan akad-akad vang berkaitan dengan
transaksi dan aplikasi yang digunakan LKS.

Efemen dasar laporan Dewan Pengawas Syariah (Harahap, 2002, 209)
sebagal benkut

a.Judul dan alamat.

Setiap laporan DPS harus memiliki judul sesuai dengan judul maksud
laporan dan juga aiamat kepada stapa laporan ditujukan dan harus sesuai
dengan ketentuan dan peraturan lokal.

b. Alinea pendahulu atau pengantar.

Laporan DPS harus dapat menunjukan tujuan penugasan. menyatakan
tanggung jawab manajemen Lembaga Keuangan Islam adalah untuk

mematuhi aturan dan svariat [slam.




¢. Alinea paragraf vang menjelaskan tentang sifat dari pekerjaan yang

dilakukan.

d.Alinea pendapat yang berisikan pernyataan pendapat tentang kepatuhan

Lembaga Keuangan Islam itu pada aturan dan prinsip syariat Islam,
¢. Tanggal laporan
Dewan Penagwas Syariah harus menyatakan priode dari laporan dan
tanggal penvelesaian pemertksaan yang dilakukan.

f Tanda tangan dari anggota DPS.

Laporan dari Dewan Penpawas Syariah harus ditandatangani oleh semnua
anggotanya.

Laporan Dewan Pcngawasan Svariah harus dipublikasikan dalam laporan
tahunan perusahaan atau lembaga keuangan Islam.

DPS juga menyiapkan laporan pemeriksaan syariah (Religious Auditing
Report) sebagai bagian dari laporan tahunan. Dewan ini menyatakan bahwa
kegiatan bank telah dilaksanakan sesuai dengan hukum syariah. Dalam laporan
tahunan bank nama-nama anggotanya dipublikasi termasuk nama auditornya.
Kemudian akuntan pemeriksaan dewan svaniah dan kegiatan bank telah
memenuthi dan sesuai dengan syariah (Harahap, 1997.2935).

Laporan Dewan Pengawasan Svariah kepada pemegang saham lembaga
keuangan syariah vang diaudit harus didasarkan pada ASIFlI No4 . “Dewan

Pengawas Svariah : Penunjukan, Komposisi dan Laporan™,
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2.3.7. Peran Dewan Pengawas Syariah

Pada dasarnva argumentasi pentingnya pengaturan dan pengawasan
perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional. Secara mendasar
terdapat beberapa perbedaan penting antara bank syariah dengan bank
konvensional. Pertama adalah adanya tuntutan jaminan bahwa dalam kegiatan
usahanya. bank ndak melanggar ketentuan syariah: dan kedua scbagai
konsekuensi dari pelarangan instrumen bunga dan digantikan dengan sistem bagi
hasil (baik pada sisi aktiva maupun passiva) maka karakteristik risiko dan sifat
hubungan antara nasabah dengan bank tertihat dar akad-akad perbankan syanah.
Kedua perbedaan pokok i mengakibatkan perbedaan yang mendasar dalam
struktur corporate governance dan kKhususnya fagi sistem pengawasan perbankan
svariah. Kedua perbedaan itu menghasiikan sejunlah keunikan pada hubungan
antara nasabah deposan dengan bank syanah, Pertama, nasabah bank syariah
berkeinginan agar seluruh penerimaan yang diperoleh dari bank syariah adalah
halalan toyyibah. Keunikan berikutnva, sebagai konsekuensi sistem bagi hasil.
nasabah deposan bersedia untuk menerima return yang bersitat  vanabel
berdasarkan realisasi laba rugi bank di masa datang dan nasabah dimungkinkan
pula menanggung risiko kerugian. Kedua keunikan intlah yang kemudian
membedakan sistem pengelolaan bank syariah dengan bank konvensional. Pada
bank konvensional. sistem pengelolaan yang baik dapat dikembangkan dengan
memperjelas fungsi, kewenangan dan pola hubungan antara pemegang saham
(dewan komisaris) dan pengurus bank. Sedangkan pada perbankan syarnah, agar

semua kepentingan para pihak dapat terpenuhi dengan baik. struktur pengelolaan
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dan pengawasan akan melibatkan empat pihak, yaitu: pemegang saham (dewan
komusaris}, pengurus bank, Dewan Pengawas Syariah (DPS) darvatau Dewan
Svariah Nasional (DSN), serta nasabah deposan.

DPS diben kepercayaan untuk melakukan tugasnya dalam pengaraban
{directing), pemeriksaan atau peninjauan ulang (reviewing), juga dapat berarti
tindakan pengesahaan atas suatu kajian dan pengawasan atas kegiatan-kegiatan
lembaga keuangan syariah adatah guna menjamin bahwa manajemen bank akan
sesual dengan prmsip syanah Islam.

LIPS dalam kegiatan pemeriksaan memastikan penjaminan aktivitas yang
ditakukan oleh lembaga kevangan syariah agar tidak beniemangan dengan prinsip
syariah, Sekaligus bertanggung jawab atas pengungkapan pendapat pemenuian
setiap lembaga keuangan syariah. Pertanggung jawaban tersebut dimaksud untuk
mendukung mstitust lembaga kevangan yang bersangkutan, DPS sendirt tidak
mengurangi tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen hanya
menyediakan seluruh informasi berkaitan peran badan pengawas, terutama dalain
pengadaan pemeriksaan maupurn investigasi.

Menurut ASIF1 No.5 paragrat’ [2 menjelaskan bahwa DPS sendiri harus
mengadakan pemeriksaan termasuk mencakup prinsip kehati- hatian mengjemen
bank dalam rangka prudential banking regufations. Dengan komitmen untuk
memenuhi prosedur pengendalian, kebijakan berikut lTaporan keuangan dan
operasionainya. DPS pun dapat mengadakan konsultasi dan koordinast,
bekerjasama dengan auditor ekstern. khususnya ienyangkut temoan pemet tksaan

mangjcmen.



2.4. Penilaian Fungsi dan Peran Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Penjabaran teori di atas dapat ditartk kestmpulan, bahwa Dewan

Pengawas i Lemmbaga Keuangan Svariah harus memiliki beberapa kriteria.

Sebagai berikut :

a.

Surat Keputusan
Sesuai PP No.72 thn 1992, pasal 5 avat | yang menyatakan... "bank
berdasarkan prinsip bagi hasil wajtb memiliki Dewan Pengawas Syariah™.
Kemudian dikelvarkan Surat Edaran Bank Indonesia NO.32/12/UPPB,
memuat SK DIR Bi NQ.32/34/KEP/DiR tanggal 12 Mei 1999 tentang
Bank Umum berdasarkan prinsip syariah. Pada Bab V pasal 19 vang
menvatakan,...(2) Bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah vang
berkedudukan di kantor pusal bank. Berdasarkan Surai Edaran Bank
Indonesia tersebut, maka setiap lembaga keunangan syariah wajib memliki
Dewan Pengawas syanah dengan mengeluarkan surat pengangkatan
anggota DPS vang berkedudukan di kantor pusat Lembaga kevangan
syariah.
Pedoman Kerja Dewan Pengawas Syariah
Dalam Surat Keputusan menurut SK  Direksi Bank Indonesia
N0.32/34/KEP/DIR, Bab V pasal 20, dan SK DIR Bi No.32/36/KEP/DIR
aturan 10,8 huruf b, menyatakan

a. Dewan Pengawas Syarizh mengawasi kegiatan usaha agar sesua

dengan prinstp syarnah,



b. Dalam melaksanakan fungsinya. Dewan Pengawas Syariah wajib
mengikuti fatwa Dewan Pengawas Nasional.

Disamping ity Sural  Keputusan  Direksi Bank  Indonesia
No.32/34/KEP/DIR. bab 1 (ketentuan uwmum) pasal 1 horf |
menyebutkan:
“Dewan Pengawas Svariah adalah dewan yang bersifat independen vang
dibentuk oleh Dewan Pengawas Nasional dan ditempatkan pada bank
yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip svariah dengan tugas
vang diatur oleh Dewan Syanah Nasional™.
Dewan Pengawas Syariah menjalankan tugas di lembaga keuangan
syariah berdasarkan ketetapan vang (elah ditentukan oleh DSN yang
bersitat independen pada lembaga kevangan syanah.
Fungsi vang dijalankan oleh DPS diatur menurut SK Direksi Bank
Indonesia No.32/34/KEP/DIR. Bab V pasal 20 dan SK DIR Bank
Indonesia no.32/36/KEP/DIR aturan No.8 huruf b.
Keanggotaan dan Kedudukan Dewan Pengawas Syariah
Setiap Lembaga Keuangan Svyariah harus memiliki DPS yang dipilih dan
ditunjuk oleh pemegang saham dalam RUPS dan bersifat independen.
DPS setidaknya terdiri dari tiga anggota dan dapat di bantu oleh
konsultan. Keanggotan DPS im diatur Surat Keputusan DIR Bl
N0.32/36/KEP/DIR dan SK Direksi BI No.31/34//KEP/DIR, Bab il pasal
19 (3).
Kedudukan DPS dalam struktur organisasi perbankan syatiah Indonesia,

berada diantara para dewan komisaris dan di atas dewan direksi, bersifat
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independent dan terpisah dari kepengurusan bank. hal ini sesuai dengan
PP No.72 thn 1992 pada penjelasan pasal 5 avat 1.

Tugas. Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas DPS adalah mengawasi kegiatan usaha fembaga keuangan syariah
dan ketentuan vang telah difatwakan oieh DSN. Tugas DPS juga diatur
didatam  Surat Keputusan Majelis  Ulama Indonesia  No.Kep-
08/MUI/11/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUIT Masa Bhakit tha
2000-2005. SK itu antara lain menyebutkan, DSN memberikan tugas
kepada DPS untuk (1) melakukan pengawasan secara periodik pada
lembaga keuangan syariah, (2) mengajukan usul-usul pengembangan
lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga vang bersangkutan
dan kepada DSN. (3) melaporkan perkembangan produk dan operasional
lembaga keuangan svariah vang diawasinva kepada DSN sekurang-
kurangnva dua kali dalam satu tahun anggaran. (4) merumuskan
permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN (Harisman,
2001). Selain itu juga dijelaskan di dalam ASIFI No.4 paragraf 2.

DPS mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan
pengawasan, serta menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab DPS
sebagai pengawas.

Komunikasi Dewan Pengawas Svariah

DPS melakukan komunikasi baik di hngkungan intern danh ektern lembaga
kewangan svariah. Di lingkungan Intern sendiri komunikasi yang

dilakukan kepada RUPS. dewan komisans. dewan direksi atau divisi/unit
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usaha syariah sebatas untuk menyampaikan berbagal informasi tentang
kesesuaian antara kegiatan vang dilaksanakan LKS dengan prinsip
svariah

Di lingkungan ektern, komunikasi dilakukan antara DPS dan DSN,
sebagai wujud penilaian terhadap pelaksanaan keputusan DSN pada
I embaga Keuangan svariah dan tugas yvang diberikan DXSN kepada DPS.
Pendidikan Dewan Pengawas Syariah

Persyaratan anggota DPS menurut ASIFI dalam pengerttannya

Para fugaha di dalam figh muamalat.... dan dapat memasukkan anggoia
setain dari yang mempunyai spesialisasi figh a/muamalal, tetapi harus ahii
dibidang lembaga keuangan [slam dan minimum mempunyai pengetahuan
mengenai figh al muamaiat.

Agar kinerja DPS lebik baik. ada Keinginan dan berbagai pihak, seperti
vang dijelaskan oleh Muslim (2003), dewan pengawas ekonomi
perbankan syariah yang ada pada saat ini seharusnya tidak hanya terdirt
atas ahli-ahli hukum ekonomi islam saja. “Dewan itu harus dilengkapi
dengan praktisi-praktisi lapangan yang mengetamu hukum ekonomi
secara umurm sehingga penyebaran perbankan syartah kepada masyarakat
setnakin mudah™. Peneliti menilai anggota DPS, sebaiknya mempunyal
dasar pendidikan dan pengetabuan yang memadai dibidang fiqih
muammalah, ekonomi. hukum.

Pengalaman Anggota Dewan pengawas svariah

Dalam penelitian ini peneliti menilat kualitas anggota DPS tidak hanva
dinilai dari tingkat pendidikan. nammun lebih jauh lagi dari sejauh mana

pengalamannva dibidang fiqih muammalah. ekonomi, hukum.
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2.5. Diskusi/Wacana Literer Dewan Pengawas Syariah.

Meourut studi Kartin, mengamati keberadaan dan eksistensi Dewan
Pengawas Syariah pada beberapa bank Islam, diantaranya, Faisal Islamic Bank
Mesir, Karim menyatakan,. .. /deafiv, both SSB and external auditors shoutd from
ohe organization body since Islamic doesn’'t recognize any separation befween
husiness und refigion (1990, 35). Saat ini dalam pelaksanaan pemeriksaan telah
terjadi pemisahaan antara pemeriksaan religious andit dan financial audir,
Namun keduvanya tetap di bawah satu komando, yakmi Dewan Pengawas Syariah,
Menurutnya, fungsi dan tugas DPS tidak jauh berbeda dengan auditor ekstern.
Pada beberapa kasus. otoritas yang dimiliki oleh DPS sama dengan auditor
¢kstern lembaga keuangan di negara-negara barat. Bahkan, DPS mempunyai
kekuatan dan kewenangan yang lebih besar dibandingkan auditor ekstern.

Studi Karim (1990}, menganalisis tingkat independensi kedua komponen
vang kemudian sifatnya saling melengkapi.Meskipun “sikap”™ independen sendiri
sulit diidentifikasi. Saat diperbandingkan, Karim melihat eksistensi DPS [ebih
banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai moral. Mempedomam keyakinan morai
mereka dan kewajiban-kewajiban kepada masyarakat. Bagi auditor ekstern secara
febih fuas, didominasi oleh faktor-faktor ekonomi. Titik temu keduanya.
bersama-sama berupaya menolak tekanan yang berasal dari manajemen yang
tidak menginginkan pengungkapan pelanggaran-pelanggaran baik penyimpangan
finansial maupun dari segi syariahnya. Bahkan, apabila dimungkinkan bagi DPS

maupun auditor ¢kstern untuk bersikap sebagai oposist terhadap manajemnen.
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Menurut Dham Gunawan Idai (Media Akuntansi. Desember 2000, 20-21),
tanggapan atas hasil penehtian Bank Indonesia yang bekeria sama dengan
lembaga penelitian terhadap preferensi masvarakat vang dilakukan kedua
lembaga tersebut. bahwasanya disamnping pelayanan dan kinerja bank syariah
masih belum memenuhi harapan masyarakat tentang svarah yang sering
dilakukan urttuk kepentingan sisi bisnis dan mengorbankan aspek hukum svariah
sehingga diperlukan kesepakatan untuk menerapkan ASIFI/AAOIFL Tulisan itu
sendiri menunjukan bukt empiris dan hanya melihat beberapa kemungkman
pelanggaran svariah. Untuk mencegah permasalahan di atas diharapkan sikap
proaktif diantara anggota DPS untuk berbagai informasi dan koordinasi. baik
dalam forum khusus DPS maupun tingkat DSN untuk membahas masalah-
masalah aktual dilaporkan serta bersepakat untuk menerapkan landasan syariah
yang sama untuk kasus yang serupa.

Menurut Ali Yafie didalam artikel yang berjudul Menjaga Kemumian Bank
Svariah (Media Akuntansi, 2000 17), sebagai orang vang diberi mandat untuk
mengawasi bank syariah perfu diaga, jangan sampai ada bank-bank yang
berpraktik konvensional mengaku bank syariah. Caranya dengan menegakkan
Dewan Pengawas Syariah di bank vang bersangkutan. DPS setara dengan Dekom
yvang kedudukannya sendin dalam organisast bank syariah sama dengan
DEKOM. Tugas DPS vang utama mengawasi pelaksanaan operasional dan
produk-produknya agar sesuai dengan garis svariah. Untuk membentuk DPS
dalam sebuah bank syarmah perlu  rekomendasi dan DSN.  Dalam

melaksanakannya. Dekom melaporkan hasil pelaksanaan operasional bank



kepada DPS. DPS kemudian mempelajari dan bilamana perfu memberi masukan
tentang segala hal yang berhubungan denpan pelaksanaan operasional bank.
Studi A Winman Syafei (Media Indonesia, Desember 2002} vang berjudul
Optimalisasi  Pengawas Dewan Svariah Nastonal ini, menganalisis DSN
mempunyai peranan vang sangat penting dalam menjamin operasional bank
svariah sesuai dengan prinsip- prinsip svariah, Tugas dan wewenang yang
dumihiki DSN secara sepintas dapat membenikan jaminan kepada publik akan
adanya opcrasioanal bank syariah yang scsuai dengan prinsip syariah. Namun ta
menjelaskan ada beberapa kelemahan sehingga DSN tidak dapat menjalankan
tugas dan wewenangnya secara optimal. Pertama seharusnya MUI menentukan
klasifikasi keahhan pihak-pihak vang dapat diangkat menjadi anggota DSN atau
DPS. Seperti di Sudan, Abdalah (1994) menyatakan bahwa anggota Departiment
of Fatwa and Research (DFR) dan Higher Sharia Supervisory Board (HSSB)
adalah orang-crang vang mempunyai keahlian dibidang svariah (Islamic
Juridisprudence}. hukuin dan ekonomi (akuntansi). Kedua. sudah menjadi rahasia
umum bahwa beberapa anggota DSN juga merupakan konsultan pada bank-bank
syartah atau divisi unit syatiab pada bank konvensional. Hal imi tentunva akan
mengakibatkan adanya keraguan publik terhadap independensi DSN sendiri.
Ketiga, kurangnya swumber dava manusia yang memiliki  keahhan dan
kemampuan di bidang ekonomi svariah merupakan alasan vang sangat rasional.
Namun, MUI dan juga Bank Indonesia perlu menetapkan jangka waktu transisi

atas kendala i, sehingga permasalahan in1 dapat dipecahkan.
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Menurut Rizal Yaya (Republika, 10 Mei 2004, 4), dalam praktik di
lapangan peran vital DPS belum berjalan optimal. Dalam sebuah workshop vang
ditaksanakan FE-UMY bulan Oktober 2003. disampaikan oleh Kepala Biro
Perbankan Syariah (waktu itu masih setingkat Biro). bahwa seringkali kasus-
kasus vang berkaitan dengan ketidaksesuaian dengan Syaciah Islam, lebih dahulu
diketahut oleh Bank Indonesia daripada oleh DPS. Sehingga DPS baru
mengetahui ada tidaknya ketidaksesuaian dengan bank svariah setelah mendapat
informasi atau pertanyaan dari Bank [ndonesia.

Oleh karena itu. untuk kedepan upaya pengembangan DPS perlu diarabikan
pada penguatan fungsi pendukung DPS, berupa staf’ yang memadai untuk
membantu DPS melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Disamping faktor
keorganisasian, sumber daya manusia merupakan aspek lain yang penting untuk
ditingkatkan dalam upaya pemberdayaan DPS. DPS juga berfungsi melakukan
pengawasan, pengetahuan figh muamalah yang dimiliki anggota DPS mestilah
ditengkapi dengan berbagai pengetahuan tentang mekanisme operasional dan
financial sektor perbankan dan terkait dengannva, serta pengetahuan dan
ketrampilan dalam hat audit kepatuban bank terhadap ketentuan syariah.

Nuswa Pratangga Buana (2001), meneliti tentang peran DPS pada
perbankan Islam Indonesia. yang menilai bahwa DPS memiliki peran penting dan
strategis  dalam ikut mengembangkan dan menegakkan kerangka kerja
pertanggungjawaban bank Islam terhadap pemenuhan syariah. DPS memiliki
kedudukan dan peran dengan tugas dan wewenang untuk melakukan pengarahan,

pengkajian dan pengawasan dan memberikan penegasan terhadap praktek-
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praktek pelaksanaan operasional dan kegiatan usalia secara berkembang.
sehingga berpengaruh bapi kehidupan internal maupun lingkungan eksternal
perusahaan.

Pada studi penelitian vang dilakukan pada PT Bank Mueamalat indonesia
Tbk dan PT BPR Syanah Bangun Drajat Warga, dengan menarik beberapa
kesimpulan tentang fungst dan peran DPS  duantaranya DPS dikedua bank
tersebut mengembangkan fungsi dan peran hanya sebatas mengawasi tanpa
melakukan tindakan derivasi tungsi pengawasan sesuai standar. Selain diperlukan
ratifikasi dan yustifikast sebagai pedoman kerja fungsi pengawasan DPS di
perusahaan menuju kearah standar produk AAOIFT i

Dalam penehtian tersebut, tingkat efektifitas DPS dalam pelaksanaan
perannya masih diragukan. Kenvataannya masih terdapat badan pengawas DP>
bank-bank syarmah yang setengai-setengah melaksankannya. Dengan demikian
pelaksanaan, khususnya yang sangat berkenaan dengan keberadaan DP> harus
tetap diawasi dan dibina secara berkeianjutan. baik oieh Bank indonesia maupun

oleh DSN atau MUI, sebagal induk organisasi DPS.
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BAB I

METODE PENELITIAN

3.0. Pendahuluan
Bab ini membahas metode penelitian vang dipakai dalam penelitian. Pada
bagian pertama akan dijelaskan tentang tipologi penelitian. Bagian kedua, sumber
data yang terdini dani studi pustaka studi kasus. Ketiga, membahas tentang teknik
pengumpulan data vang terdiri dari teknik observasi dan teknik komunikasi.
Bagian terakhir menjelaskan tentang metode analisis data.
3.1. Tipelogi Penelitian
Penelitian ini bersifat eksploratif dan kualitatif yaitu pengukuran terhadap
fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah.
apakah kinerja pada dewan pengawas sejalan dengan fungsi dan peran DSN vang
dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan Surat Keputusannva No.Kep-
98/MUI/IH/200T tentang Susunan Pengurus DSN MU Masa Bhakti Th. 2000~
2005 serta PSAK No.59 tentang Standar Akuntansi Keuangan Perbankan
Svariah.
3.2. Sumber Data
3.2.1. Studi Pustaka
Untuk mendapatkan Tandasan teori yang digunakan dalam
menganalisis kasus, dengan mengumpulkan, makalah, jurnal yang
berhubungan dengan pokok masalah sebagai landasan dalam pembahasan

masalah.
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Landasan teori ini digunakan untuk menganahsts kasus, dengan
buku/handout, makalah, jurnal vang berhubungan dengan peran dan
fungsi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah.

3.2.2 Studi kasus

I. Studi kasus Genetika

Studi ini memahami perkembangan kelompok, lembaga dan
perkembangan masalah (Muhadyir, 1996, 42) dengan menggunakan
observasi intensif atas data vang dikumpulkan dari informan
wawancara bebas, analisis, serta kesimpulan khusus objek penelitian.
Tujuannya memahami secara menyelurub kasus, masa lampau dan
perkembangan bersifat prospek(il untuk kepentingan masa depan.
Ruang lingkup dan studi  kasus mencakup seluruh  siklus
perkembangan objek yang kesimpulannnya bersifat deskriptif.

Data diperoleh dan hasil observasi terhadap lingkungan lembaga
tersebut dan wawancara yang dilakukan pada anggota DPS, analisis
terhadap data yang tersedia serta menarik kesimpulan tentang peran
dan fungsi DPS pada [embaga keunangan tersebut.

2. Desain studi kasus

Penelitian desain studi kasus dilakukan dengan mengadakan
penelitian yang dipilih dari beberapa keadaan yang dianggapnya sama
(Subivanto, [2).

Persamaan vang dibahas datam skripsi adalah kasus pada sektor

lembaga keuangan syariah dan lebih difokuskan pada keberadaan
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komponen organisasi pengawas yaknt DPS. Khususnya tentang peran
dan fungsi DPS pada Lembaga Keuvangan tersebut.

Studi kasus dilakukan pada beberapa Lembaga Keuangan Syarial,
terdiri dari 2 Bank Umum Syariah, 2 Bank Perkreditan Rakyat
Syariah, dan 2 Baitul Maal Wattamwil.

Bank Umum Svariah yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank
Muammalat. Peneliti menitai dari kedua Bank Umum Syariah telah
mewakili dari Lembaga Keuangan Syariah vang bergerak di bidang
perbankan umum. BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri merupakan
Bank Umum Syariah yang juga bergerak pada perbankan
konvensional vang bersama-sama tumbuh dan berkembang dalam
perckonomian [ndonesia.

Bank Perkreditan Rakyat Svarah diantaranya BPRS Margi Rizki
Bahagia dan BPRS Bangun Drajat Warga. Kedua BPRS tersebut
mewakili Lembaga Keuangan Syariah vang bergerak dibidang
perkreditan rakyat di Yogayakarta.

Baitul Maal Watlamwil  diantaranya BMT  Al-lkhlas
(Yogavakarta) dan BMT Beringharjo (Yogyakarta). Peneliti menilai
dari kedua BMT tersebut mewakili Lembaga Keuangan Syarah
lainnya dalam hal ini peran dan fungsi DPS.

Pertimbangan pemilihan institusi lembaga keuangan syariah
sebagai obvek penelitian studi kasus adalah kemampuan penelit

dalam menjangkau data primer dan data sekunder mefalui lembaga
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pemerintahan dan non pemerintahan vang ada di indonesia. Dari
insitusi Lembaga Keuangan Svariah sebagai obyek penelitian yang
dianggap mampu mewakili Lembaga Keuangan Syariah yang ada di

[ndonesia.

3.3 Teknik Pengumpulan Dafa
3.3.1 Teknik observasi

1. Observast langsung

Penggumpulan data penelitian menggunakan pengamatan secara
langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki,
baik pengamatan dilakukan di dalam situasi sebenamya maupun
dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan (Surakhmad.
1982, 162).

Observasi penelitian dilakukan pada gejala-gejala subjek dengan
pengamatan situasi vang sebenarnya. Observasi terhadap kinega
Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syanah, data-data
vang ada. Observast ini bertujuan sebagai langkah awal penelitian
dalam mendapatkan informasi tentang peran dan fungst DPS pada

lembaga tersebut.

2. Observasi tidak langsuny

Merupakan teknik pengumpulan data, penelitian mengadakan
pengamatan terhadap gejala subjck vang diselidiki dengan perantara
alat. Pelaksanaan dapat berlangsuny di dalam situasi sebenarnya atau

situasi buatan (Surakhmad, 1982, 162).
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Observasi dilakukan pada pihak-pihak vang terkait secara tidak
langsung. melalui manjemen lembaga keuangan syariah tersebut.
Observasi imi untek mendukung data dan informasi yvanyg didapat dari
observasi langsung.

3.3.2. Teknik komunikasi
i. Teknik komunikasi langsung

Pengumpulan data dan informasi dengan mengadakan komunikasi
langsung kepada subjek penvelidikan di dalam situasi sebenamya atau
situasi buatan (Surakhamad. 1982, 162),

Data dan informasi dilakukan melalut wawancara secara langsung
baik dengan pihak vang terkait secara langsung, dalam hal in1 Dewan
Penyawas Syariah pada lembaga keuangan tersebut. maupun dengan
pihak vang terkait secara tidak langsung, manajemen lembaga
keuangan vang bersangkutan.

2. Teknik komunikasi tidak langsung.

Penelitian dengan mengumpulkan dan melakukan komunikasi
dengan subjek penyelidikan melalui perantara baik alat yang sudah
tersedia maupun khusus dibuat dengan keperluan itu. Pelaksanaan
dapat berlangsung dalam situasi vang sebenamya atau dalam situasi
buatan (Surakhmad. 1982, 162).

Informasi yang diperoleh melalui data yang ada pada lembaga

tersebut, seperti mekanisme kerja DPS. laporan yang dibuat DPS. Dan
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data vang diperoleh, peneliti mendapatkan informasi pendukung
tentang studi yang dilakukan terhadap peran dan fungst DPS.
3.4. Metode Analisis Data
. Anahsis deskriptif ¢descriptive analyyis)

Merupakan bentuk pengaturan untuk menetapkan dan kemampuan
menguraikan karakteristik variable-variable kepentingan dalam suatu
situast (Sekaran. 2000, 125). Analisis deskriftif atau analitk menitik
beratkan pemecahaan masalah-masalah masa sckarang. terutama
permasalahaan aktual.

Data yang diperoleh, dikumpulkan, disusun, dikelompokan dan
dijelaskan serta dikaji sesual dengan karakteristik vang refevan dengan
penelitian ini. Penjelasan terhadap karekteristik tersebut digunakan
sebagai dasar untuk pemecahaan masalah dalam penelitian.

2. Analisis kualitatif

Studi im dipercleh melalut wawancara yang membantu pengertian
dan pemahaman permasalahan objek vang diteliti. Data kuantitatif yang
bentuknya penyimpangan atau deviasi standar juga diperlukan dalam
studi ini.

Dengan melibat data sekunder dan beberapa kasus aspek-aspek
vang akan dianalisis. mencakup efektifitas pelaksanaan peran dan fungsi
pengawasan oleh dewan pengawasan syariah pada lembaga keuangan

svarial. Yang mengacu pada ASIFI No. 4 Shari‘'a Supervisory Board



AASIFI/AAOIF]). Dan Keputusan DSN No.03 Tahun 2000 tentang
Petunjuk  Pelaksanaan Penctapan  Anggota DPS Pada Lembaga
Keuangan Syariah.

Menubis. Mengumpulkan data dan data historis yang ada,
Kemudian menggelompokan, menguji. mengolah data dan fakta.
selanjutaniya dilakukan analisis serta pengujian terhadap data dan fakta
sedemikian rupa untuk mendapatkan hubungan masing-masing.
Pengelompokkan data dan fakta secara tepat untuk menghasilkan
gambaran yang jelas dan sistematis. Fakta dan data tersebut
dibandingkan dengan teori. schingga dapat menghasilkan kescsuaian
data dengan teori. Perbandingan fakta dan data dengan teori juga
digunakan untuk menilai tingkat efektivitas pelaksanaan peran dan
tungsi Dewan Pengawas Syariah dan kescsuaian data dengan teort
tersebut. Mengungkapkan berbagal macam kelemahan dan hambatan

pelaksanaan peran dan fungsi DPS sebagai pengawas.





